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ABSTRAK  
 

Fikri Pathurohman: Praktik Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Untuk Pertanian di 
Desa Tegaltirto Berbah Sleman Dalam Perspektif Hadis\ Nabi. Skripsi. 
Yogyakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga, 2017.  

Pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil 
yang mengharamkanya. Praktik sewa menyewa tanah untuk pertanian sudah 
umum dilakukan di Indonesia salah satunya desa Tegaltirto, dasar hukum yang 
digunakan adalah sebagaimana Jumhur Ulama membolehkan sewa menyewa 
tanah untuk pertanian. Di pihak lain, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa sewa 
menyewa tanah untuk pertanian sama sekali tidak diperbolehkan dengan dasar 
hadis \ yang secara ẓahir melarang sewa menyewa tanah. Melihat realita dan  
pendapat Ibnu Ḥazm tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, dalam 
konteks indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pemikiran 
literalis (Ibnu Ḥazm) terhadap hadis sewa menyewa tanah untuk pertanian. (2) 
pemikiran hermeneutik terhadap hadis sewa menyewa tanah untuk pertanian.    

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kombinasi antara penelitian 
pustaka dan lapangan. Penelitian kepustakaan digunakan untuk melacak segala 
macam literatur terkait Hadis\ sewa menyewa tanah untuk pertanian, pemikiran 
pemikiran Ibnu Ḥazm dan Jumhur Ulama. tentang sewa menyewa tanah untuk 
pertanian.  Kemudian penelitian lapangan (field research) untuk melihat sebuah 
teori dan pendapat dalam suatu realitas kehidupan nyata. Penelitian ini bersifat 
deskriftik-analitik, yaitu menggambarkan pemikiran Ibnu Ḥazm terhadap larangan 
sewa menyewa tanah untuk pertanian  dan menganalisis secara cermat tentang 
istinbāt dan argumen yang dikemukakan olehnya, serta relevansinya terhadap 
konteks Indonesia. penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif (legal 
research) dan ditambah dengan pendekatan ushul fikih untuk mengakaji sumber 
data primer yang didasarakan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.  

Setelah melakukan penelitian, Ibnu H{azm mengambil makna zahir 
menjadi landasan utama dalam mengetahui maqasid asy-syari`ah, hal tersebut 
didasarkan pula karena kondisi masyarakat dimasa Ibnu H{azm. Praktik sewa 
menyewa tanah yang terjadi pada masa Rasulullah, Ibnu Ḥazm dan Indonesia 
khususnya desa Tegaltirto merupakan suatu hal yang ditentukan berdasarkan adat. 
Jika demikian halnya dapat terjadi perubahan hukum karena berubahnya 
zaman.Untuk dapat memahami hadis secara komprehensif maka diperlukan 
pemahaman Hermeneutik yaitu pemahanan terhadap teks, konteks dan 
kontekstualisasi.  Sewa menyewa tanah yang diduga mendatangkan mudharat 
pada praktiknya jika digarap dengan baik oleh si penyewa maka akan 
mendatangkan keuntungan. Selain itu dalam sistem sewa menyewa ini ada unsur 
tolong menolong, keduanya mendapatkan manfaat,  membuka lapangan pekerjaan 
dan tanah menjadi bermanfaat.  

Kata kunci: sewa menyewa, tanah pertanian, Hadis\, Literalis, Hermeneutik. 
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MOTTO 

 

 

ن اإنّ الله یأمر بالعدل والإحس  

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 

 dan berbuat kebajikan.” (an Nahl : 90)  

 

 

 

 

 لا ینكر تغیرّ الأحكام بتغیرّ الأزمان 

“Tidak disangkal bahwa perubahan hukum karena  

perubahan zaman”  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  

 

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan  

skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 

dan Nomor 0543b/U/1987.  

 
I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama  

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‘ B Be ب

 ta' T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ḥa‘ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha' Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‘ R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa' ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa' ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik ( di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ
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 fa‘ F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 nawu W We و

 ha’ H H هـ

  hamzah ’ apostrof ء

 ya' Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena Syaddah  ditulis Rangkap 

 ditulis  muta’addidah متعددة
 ditulis ‘iddah عدة

 
 

III. Ta’ Marbutah  diakhir kata 

a. Bila dimatikan tulis h  

 ditulis  ḥikmah حكمة

  ditulis jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

b. Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka  

ditulis h. 

 ’ditulis  Karāmah  al-auliyā   الاولياء كرامة 

 
c. Bila Ta' marbūṭah hidup dengan harakat, fatḥah, kasrah, atau ḍammah 

ditulis t.  
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الفطرة زكاة  ditulis  Zakāt al-fiṭrah  

 

IV. Vokal Pendek 

  َ◌ fatḥah ditulis  a   

  kasrah Ditulis I 

  ḍammah Ditulis u   

 

V. Vokal Panjang 

1 FATHAH  +  ALIF 

 جاهلية

ditulis 

ditulis 

Ā 

Jāhiliyah  

2 FATHAH  +  YA’MATI 

 تنسى

ditulis  

ditulis 

Ā 

Tansā 

3 FATHAH  +  YA’MATI 

 كريم

ditulis 

ditulis  

Karīm  

4 DAMMAH  +  WĀWU MATI 

 فروض

ditulis 

ditulis 

Ū 

Furūḍ  

 

VI. Vokal Rangkap 

1 FATHAH  +  YA’ MATI 

 بينكم

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum  

2 FATHAH  +  WĀWU MATI 

 قول

ditulis 

ditulis 

Au 

qaul  

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata  dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis  a antum أأنتم

  Ditulis u’iddat اعدت

 Ditulis la’in syakartum  شكرتم لئن
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VIII. Kata sandang alif lam yang diikuti huruf Qomariyyah maupun Syamsiyyah 

ditulis dengan menggunakan "al" 

 ditulis  al-Qur’ān القرآن

 ditulis al-Qiyās القياس

 'ditulis al-Samā السماء

 ditulis al-Syams الشمس

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya 

الفروض ذوى    ditulis  Żawī  al-Furūḍ 

 ditulis Ahl  al-Sunnah  السنة اهل  

 

 



 
 

xii 
 

KATA PENGANTAR 

الرحیم الرحمن الله بسم  

 فلا ھداللهی من أعمالنا، سیئات ومن أنفسنا شرور من با� ونعوذ ونستغفره ونستعینھ نحمده � الحمد إن

 مسل و صل اللھم. ورسولھ عبده محمدا أن وأشھد الله إلا إلھ لا أن أشھد. لھ ھادي فلا یضلل ومن لھ مضل

.القیامة یوم إلى بھداه اھتدى ومن وصحبھ ألھ وعلى محمد على وبارك  

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya 

penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. S{alawat dan salam semoga 

dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para 

pengikut sampai hari kiamat nanti. 

Skripsi ini berjudul “ Praktik Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Untuk 

Pertanian Di Desa Tegaltirto Berbah Sleman Dalam Persepektif Hadis \ Nabi”. 

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya 

bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan 

segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. KH. Drs.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.,  selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat 

berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syari`ah dan Hukum, yang 

selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syari`ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi problem solver bagi masyarakat. 



 
 

xiii 
 

3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi 

Syari`ah (Muamalah) dan selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun 

dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan 

Hukum Ekonomi Syari`ah (Muamalah). 

5. Bapak Gusnam Haris S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang 

sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi 

hingga saat ini. 

6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan 

pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama ini. 

7. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada yang tercinta Ibunda 

Jam`atul Aeni dan Ayahanda Sukyadiarto, atas segala doa, cinta kasih 

sayang dan bimbingan yang selalu mengaliri telaga penyusun sejak dalam 

rahim hingga sekarang ini, yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di 

malam hari untuk kebahagian dan kesuksesan penyusun. Semoga Allah 

SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhoi dan 

membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan 

dan kebahagian di dunia maupun akhirat. 

8. Teman-Teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari`ah (Muamalah) 2013 yang 

telah bersama-sama meniti ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi 



 
 

xiv 
 

sarjana yang dapat menggunakan ilmunya sehingga dapat berguna di 

masyarakat. 

9. Kepada seluruh keluarga besar IKBALUSSALAM-Y (Ikatan Keluarga 

Besar Alumni MA Assalam Yogyakarta) , dan seluruh keluarga besar Part 

Time Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tahun 2017.  

10. Kepada keluarga besar LPKMY (Lembaga Pendidikan Keluarga Muslim 

Yogyakarta), kepada keluarga besar Takmir dan Jamaah Mushala 

Munfiatun,  keluarga besar pengurus TPA (taman pendidikan al-Qur`an)  

Mushala Munfi`atun,  keluarga besar pengurus Badan Koordinasi 

(BADKO) TKA/TPA Kota Yogyakarta,  keluarga besar BADKO 

TKA/TPA Kecamatan Danurejan,  yang telah mengizinkan penyusun 

belajar dan memberikan banyak pengalaman berharga. Semoga terus maju. 

11. Teman-teman KKN 90 Kelompok 15 Dusun Baratan Kelurahan 

Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman DIY, terimakasih 

atas kerjasama dan kebersamaannya. 

12. Teman-Teman Praktik Kuliah Lapangan di Pengadilan Agama Sleman, 

Ilham, Ninda dan Aida, mari kita berusaha menjadi apa yang kita harapkan 

selama ini, semoga kelak kita semua meraih kesuksesan. 

13. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih 

atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan 

dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Aamiin. 

Semoga semua yang telah diberikan kepada penyusun dapat menjadi amal 

ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, 



 
 

xv 
 

penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

penyusun dan kepada seluruh pembaca. Amin ya Rabbal ‘Alamin. 

     
 Yogyakarta, 26 Sya`ban 1438 H 

    23 Mei 2017 M 
       

        Penyusun 
 
 
 

 
Fikri Pathurohman  
NIM. 13380090 

 



xvi 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................         i 

ABSTRAK ...................................................................................................        ii 

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI ............................................................       iii 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ....................................................       iv 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....................................................        v 

MOTTO ......................................................................................................       vi  

HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................      vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI .................................................................     viii 

KATA PENGANTAR .................................................................................      xii 

DAFTAR ISI ...............................................................................................     xvi 

BAB I.  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................        1 

B. Rumusan Masalah .............................................................................        5 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  .......................................................        6 

D. Telaah Pustaka ..................................................................................        7 

E. Kerangka Teoretik .............................................................................      10 

F. Metode Penelitian ..............................................................................      16 

1. Jenis Penelitian ...........................................................................      16 

2. Sifat Penelitian ...........................................................................      17 

3. Pendekatan Penelitian  ................................................................      17  

4. Bahan Hukum .............................................................................      18 

5. Pengumpulan Data ......................................................................      19 



xvii 
 

6. Analisis Data ..............................................................................      20 

G. Sistematika Pembahasan ....................................................................      22 

BAB II. HADIS | TENTANG SEWA MENYEWA TANAH 

A.  Hadis\ tentang Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian ......................      23 

B. Pandangan yang Membolehkan Sewa Menyewa Tanah  ....................      25 

C. Pandangan yang Melarang Sewa Menyewa Tanah .............................      26 

BAB III. GAMBARAN UMUM SEWA-MENYEWA TANAH DI DESA 

TEGAL TIRTO KEC. BERBAH KAB. SLEMAN  

A. Gambaran umum Desa Tegaltirto Kecamatan  Berbah Kabupaten Sleman 

1. Sejarah Desa .................................................................................      45 

2. Letak Geografis dan Demografis  ..................................................      45 

3. Keadaan Sosial Keagamaan ..........................................................      48 

4. Keadaan Pendidikan  .....................................................................      51 

5. Kondisi Ekonomi ..........................................................................      52 

B. Praktik Pelakasanaan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa .....................      52 

1. Pengertian Tanah Kas Desa..........................................................      52 

2. Subyek dan Obyek Sewa Menyewa .............................................      54 

a. Subyek Sewa Menyewa ..........................................................      57 

b. Obyek Sewa Menyewa ...........................................................      59 

3. Jangka Waktu Sewa .....................................................................      60 

4. Harga Sewa Tanah Kas Desa .......................................................      60 

5. Kewajiban dan Larangan..............................................................      61 



xviii 
 

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-

MENYEWA TANAH KAS DESA  PERSEPEKTIF HADIS | NABI 

A. Analisis Berdasarkan Pemahaman Literalis Tentang Sewa Menyewa Tanah 

 Pertanian ..........................................................................................      49   

B. Analisis Berdasarkan Pemahaman Hermeneutik Tentang Sewa Menyewa 

Tanah Pertanian .................................................................................      62  

BAB V. PENUTUP 

A. Kesimpulan .......................................................................................      72  

B. Saran-Saran .......................................................................................      74 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................      75 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..........................................................................   

 



xix 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Biografi Ulama ................................................................                  I  

Lampiran 2. Daftar Terjemahan ...........................................................               IV  

Lampiran 3. Curiculum Vitae ...............................................................               XI 

Lampiran 4. Pedoman Wawancara .......................................................              XII 

Lampiran 5. Surat keterangan wawancara ............................................              XV 

Lampiran 6. Peratutan Gubernur DIY Nomor 112 tahun 2014 tentang  

Pemanfaatan Tanah Desa .................................................            XVI 

Lampiran 7. Peraturan Desa Tegaltirto Nomor 2 tahun 2016 tentang  

Pemanfaatan Tanah Kas Desa ..........................................           XXX 

Lampiran 8. Izin Riset dan Surat Rekomendasi  ...................................        XXXV 

Lampiran 9. Peta Lokasi Penelitian ......................................................    XXXVII 

 



xx 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.   Nama Dusun atau Kampung  .........................................................      32   

Tabel 2.   Strukutur Pemerintahan Desa Tegaltirto  .......................................      34 

Tabel 3.   Jumlah Penduduk Desa Tegaltirto Berdasarkan Umur dan Jenis  

Kelamin ........................................................................................      35 

Tabel 4.    Agama atau Aliran Kepercayaan Penduduk Desa Tegaltirto .........      36 

Tabel 5.   Penduduk Desa Tegaltirto Menurut Tingkat Pendidikan ................      37 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang  mana keduanya itu 

harus selalu diperhatikan. Oleh karena itu, dalam kehidupan manusia tidak 

lepas dari peraturan hukum.1 Peraturan hukum Islam yang mengatur hubungan 

hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut muamalah.  

Muamalah inilah yang menjadi obyek paling luas yang harus digali 

manusia dari masa ke masa.  Seiring dengan perkembangan zaman dan 

kebutuhan hidup manusia, hukum harus tetap dapat menjawab permasalahan 

yang terjadi. Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain: jual beli, 

sewa menyewa (ija>rah), gadai (raḥn), kerjasama (syirkah), utang-piutang, dan 

sebagainya.   

Ija>rah merupakan salah satu topik yang menjadi pokok kajian dalam 

muamalah khususnya yang berkenaan dengan transaksi ekonomi. Secara 

bahasa, ija>rah berasal dari kata al-ajru/al-iwa yang berarti ganti atau upah. 

Secara istilah syara’ (terminologi), ija>rah menurut Sayid Sabiq diartikan 

sebagai suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.2 Ibnu 

H{azm dalam kitabnya al-Muh}alla> tidak menyebutkan definisi ija>rah secara 

langsung, yang penyusun temukan dalam kitabnya (al-Muh}alla>), Ibnu H{azm 

                                                             
1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 

2000), hlm.11. 
 
2Sohari Sahrani dan Ru`Fah Abdullah, Fikih Muamalat: untuk Mahasiswa 

UIN/IAIN/STAIN/  PTAIS dan Umum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 168. 
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menyajikan kedalam suatu masalah-masalah. Begitu juga dengan masalah sewa 

menyewa tanah untuk pertanian beliau menyajikan dalam suatu masalah 

tentang larangan sewa mnyewa tanah.3  Pengertian di atas menunjukkan bahwa 

yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu 

benda. Benda yang menjadi objek sewa-menyewa tidak berkurang sama sekali 

karena yang berpindah hanyalah manfaat dari benda tersebut.  

Dasar hukum pensyariatan ija>rah atas manfaat yang mubah adalah firman 

Allah SWT : 

 فإن ارضعن لكم فأتوھن أجورھنّ 4

Pada sewa-menyewa sektor tenaga juga dijelaskan dalam sebuah hadis 

yang diwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:  

جیر عن ابن عمر رضي الله عنھما قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: اعطوا الا

 أجره قبل ان یّجفّ عرقھ ( رواه ابن ماجھ)5

Ija>rah (sewa-menyewa) dapat dikategorikan menjadi dua macam: ija>rah 

‘ain dan ija>rah z\immah. Pertama, ija>rah `ain (sewa langsung) ialah akad sewa-

menyewa atas manfaat yang berkesinambungan langsung dengan bendanya, 

misalnya, seseorang berkata “aku sewakan rumah ini atau mobil ini,” saat 

menyewa mobil tertentu yang sudah diketahui oleh dua orang yang 

bertransaksi.  Kedua, ija>rah z\immah  (sewa tidak langsung) ialah akad sewa-

menyewa dalam bentuk tanggungan. Misalnya, menyewa seseorang untuk 

                                                             
3 Ibnu Hazm, Al-Muh}alla>, (Bairut : Dār Al Fikri,1180), Juz: VIII , hlm.190. 
 
4 Al-Thalaq (65): 6 
 
5 Ash-Shan`ani, Subulussalam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 293.  
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mengantar ke suatu tempat menggunakan mobil yang tengah dioperasikannya 

atau menyewakan mobil yang dioperasikannya untuk jangka waktu tertentu.  

Singkatnya menyewa sopir pribadi. 

Desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan Indonesia memiliki 

otonomi sendiri. Otonomi tersebut dalam hal mengatur pemerintahan dan 

memiliki aset sendiri. Adapun aset Desa antara lain dapat berupa tanah kas 

desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, 

pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik 

desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.  

Tanah Kas Desa sebagai salah satu dari aset desa yang mana 

pemanfaatan aset desa adalah untuk menunjang pembangunan desa dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.6 

Tanah merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari 

kebutuhan manusia. Dalam hal praktik sewa menyewa tanah yang terjadi di 

desa Tegaltirto antara Pemerintah Desa Tegaltirto dan masyarakatnya 

menggunakan dasar  pegangan pendapat Jumhur Ulama. Adapun pendapat 

jumhur ulama tentang sewa menyewa tanah yaitu membolehkan baik untuk 

pertanian, perkebunan, mendirikan bangunan, ataupun segala sesuatu, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. Tetapi dalam sewa tanah untuk 
                                                             

6 Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, (Yogyakarta: Total Media, 
2009), hlm. 3. 
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pemanfaatan pertanian terjadi perbedaan pendapat, jumhur ulama yang 

membolehkan antara lain: Imam Malik, Imam Syafi`i, Imam Ahmad As-Sauri, 

Al-Auzai, Rabiah, dan Said Ibn Musayyab.7 Sedangkan kelompok yang 

melarang antra lain: Ibnu Ḥazm, Tawus, Yusuf Qordhawi, dan Abu Bakr Ibnu 

Abdirrahman.  

Alasan yang tidak memperbolehkan sewa menyewa lahan pertanian 

adalah karena di dalam perbuatan tersebut terdapat kesamaran, dan akan ada 

pihak yang terdzolimi, baik itu pemilik tanah atau penyewa. Namun, dalam hal 

ini yang rentan mendapatkan kerugian adalah pihak penyewa karena ada 

kemungkinan tanaman yang ada bisa terkena bencana berupa kebakaran, atau 

serangan hama, atau kebanjiran dan lain sebagainya. Akibatnya si penyewa 

harus membayar uang sewa tanpa memperoleh manfaat apapun.8 Apabila 

dalam masa penyewaan, penyewa tanah mendapatkan hasil yang melimpah 

setiap kali masa panen maka hal tersebut dapat juga merugikan pemilik tanah 

dalam hal ini desa, meskipun  pemerintah desa sudah mendapatkan keuntungan 

di awal dari uang sewa.  

Adapun pendapat Ibnu H{azm tentang larangan sewa menyewa tanah 

untuk pertanian adalah sebagai berikut, 

                                                             
 7 Ibnu Rusyd, Bidatatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Terj.Abdul Rasyid Shiddiq 
(Jakarta Timur: Akbar Media 2013.), hlm. 386. 
 
 8 Hamzah Ya`qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 
hlm. 322. 
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من  ءيولاتجوز إجارة الأرض أصلا لا للحرث فیھا ولا للغرس فیھا ولا للبناء ولا لش

 راھم،ولابد بدنانیر،  الأشیاء أصلا لالمدة مسماة قصیرة ولاطویلة ، ولالغیرمدة مسماة لا

 ولابشيء أصلا.فمتى وقع فسخ أبد.9

Dari pendapat Ibnu Ḥazm di atas dapat dipahami bahwasanya sewa 

menyewa tanah tidak diperbolehkan baik untuk bercocok tanam, perkebunan, 

mendirikan bangunan, ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan sewa 

menyewa tanah, baik untuk waktu jangka pendek ataupun jangka penjang. Baik 

pembayarannya dengan dinar atau dirham atau sejenisnya. Bila hal ini terjadi 

maka hukum sewa menyewa menjadi batal selamanya. 

Berlandaskan latar belakang tersebut di atas, penyusun mengkaji praktik 

pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa yang terjadi di Desa Tegaltirto 

Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. Penyusun  mengkaji pelaksanaan sewa 

menyewa tanah kas desa untuk pertanian dengan mengunakan perspektif Hadis \ 

Nabi di Desa Tegaltirto Berbah Sleman. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana pandangan pemahaman literalis Ibnu H{azm tentang sewa 

menyewa tanah untuk pertanian berdasarkan Hadis\ Nabi? 

                                                             
9 Ibnu Hazm, Al-Muhalla>., hlm. 190.  
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2. Bagaimana pandangan berdasarkan pemahaman hermeneutik terhadap 

hadis\ sewa menyewa tanah untuk pertanian?   

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dengan melihat pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah:   

1. Untuk mengetahui pandangan pemahaman literalis Ibnu H{azm tentang 

sewa menyewa tanah untuk pertanian berdasarkan Hadis\ Nabi. 

2. Untuk mengetahui pandangan pemahaman hermeneutik  terhadap hadis 

tentang sewa menyewa tanah untuk pertanian?  

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah:  

1. Sebagai sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan untuk menambah dan 

memperkaya khasanah kepustakaan khususnya dalam bidang hukum 

Islam tentang sewa menyewa. 

2. Penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk masyarakat Desa Tegaltirto 

Berbah Sleman khususnya, apabila ada permasalahan yang berkaitan 

dengan sewa menyewa tanah untuk pertanian yang tidak sesuai dengan 

hukum Islam.  

 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran penyusun, ada beberapa karya ilmiah yang 

telah membahas mengenai sewa menyewa tanah. Salah satu penelitian berjudul 

“ Tinjaun Hukum Islam terhadap Sewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata di 
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Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal” oleh saudari Siti 

Maizah. Penelitian ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

praktik sewa, di mana dalam waktu yang telah ditentukan si penyewa 

mengambil tanah sewa sesuka hatinya. Artinya volume tanah tidak ditentukan. 

Saudari Siti Maizah menyimpulkan bahwa parktik sewa menyewa tanah yang 

dilakukan oleh masyarakat di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, 

Kabupaten Kendal itu tidak sah, sehingga masyarakat yang melakukan sewa 

tanah adalah haram hukumnya.10  

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dibahas oleh 

penyusun adalah: Objek kajian secara khusus, saudari Siti Maizah mengkaji 

tentang tinjauan hukum Islam terhadap sewa tanah untuk produksi batu bata, 

sedangkan penyusun menitikberatkan kajiannya pada praktik sewa menyewa 

tanah kas desa untuk pertanian menggunakan pandangan Ibnu H{azm.  

Penelitian kedua oleh saudara Wahyu Febriyono berjudul “Telaah 

Pandangan Ibnu Hazm tentang Sewa Tanah”. Penelitian ini membahas 

bagaimana relevansi pendapat Ibnu Ḥazm dengan UUPA (Undang-Undang 

Peraturan Agraria) dan dalam konteks Indonesia. Saudara Wahyu Febriyono 

menyimpulkan bahwa pendapat Ibnu Ḥazm atas larangan sewa mnyewa tanah 

dengan UUPA cukup relevan, di mana keduanya menginginkan agar seseorang 

                                                             
10Siti Maizah, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah untuk Produksi 

Batu Bata di Desa Boto Mulyo Kecamatan Cepiring Kendal,” Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2007).  
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yang mempunyai hak atas tanah, dan pada dasarnya tanah harus dikerjakan 

atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. 11 

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dibahas 

penyusun adalah:  

a. Objek kajian secara khusus, saudara Wahyu Febriyono mengkaji tentang 

telaah pandangan Ibnu H{azm dengan UUPA, sedangkan penyusun 

menitikberatkan pada praktik sewa menyewa tanah kas desa untuk pertanian 

di Desa Tegaltirto menggunakan pandangan Ibnu H{azm.  

b. Jenis penelitian saudara Wahyu Febriono yaitu penelitian kepustakaan, 

sedangakan penyusun  gabungan antara penelitian kepustakaan dengan 

penelitian lapangan.  

Penelitian ketiga oleh saudara Muhamad Lubis Nadhiif berjudul 

“Penyewaan Tanah Kas Desa Perspektif Fiqih Muamalah: Studi Kasus di Desa 

Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang”. Penelitian  ini membahas 

bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penyewaan Tanah Kas 

Desa dengan Sistem Undian. Saudara Muahamad Lubis Nadhiif menyimpulkan 

bahwa Kepala Desa yang dalam kapasitasnya sebagai sult}a>nul ira>dah yang 

menggunakan sistem undian dalam menentukan penyewaan tanah kas desa 

sudah sesuai dengan prinsip al-Qur`an di mana telah ada konsep mas}lah}ah 

mursalah di dalamnya.12 

                                                             
11Wahyu Febriyono, “Telaah Pandangan Ibnu Ḥazm Tentang Sewa Tanah” Skripsi Sarajana 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.  
12Muhamamad Lubis Haniif, “ Penyewaan  Tanah Kas Desa Perspektif Fiqih Muamalah 

(Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang), Skripsi Sarjana UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013.    
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Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dibahas 

penyusun adalah:  

a. Penelitian saudara Muhamad Lubis lebih menitikberatkan pada peranan 

kepala desa dalam hal pengundian sewa menyewa tanah kas desa 

berdasarkan fiqih muamalah, sedangakan penyusun menitikberatakan pada 

praktik sewa menyewa tanah kas desa untuk pertanian di Desa Tegaltirto 

menggunakan pandangan Ibnu H{azm.  

b. Jenis penelitian saudara Muhamad Lubis Nadhiif yaitu penelitian lapangan, 

sedangakan penelitian penyusun  gabungan antara penelitian kepustakaan 

dengan penelitian lapangan. 

Penelitian keempat oleh Lolyta tentang “Sewa Menyewa Tanah Menurut 

Ibnu Ḥazm dalam Perspektif Fiqih Muamalah”. Penelitian ini membahas 

tentang kekuatan argumentasi yang dipakai dan urgensi pendapat Ibnu Ḥazm 

tentang sewa-menyewa tanah. Lolyta menyimpulkan bahwa kekuatan 

argumentasi yang dipakai Ibnu Ḥazm tentang larangan penyewaan tanah, 

secara mutlak berdasarkan hadits yang menyatakan secara tegas dan jelas 

(z}a>hir) melarang sewa menyewa tanah, dan urgensi pendapatnya.  Selain 

berdsarkan z}a>hir nas} juga menurut akal adalah perlu adanya keadilan antara 

pemilik lahan dan petani penggarap, serta menghindari unsur garar yakni 

kemungkinan bisa merugikan pihak penyewa yaitu petani penggarap.13  

                                                             
13 Lolyta, Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu H{azm Dalam Persepetif Fiqih Muamalah 

(Universitas Islam Riau: Jurnal Hukum Islam), Vol XIV.No. I November 2014.  
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Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dibahas penyusun 

adalah:  

a. Penelitian saudari Lolyta menitikberatkan pada kekuatan 

argumentasi yang dipakai Ibnu H{azm dan urgensi pemikiran Ibnu 

H{azm tentang larangan sewa menyewa tanah, sedangkan penyusun 

menitikberatkan pada praktik sewa menyewa tanah kas desa untuk 

pertanian di desa Tegaltirto menggunakan pandangan Ibnu H{azm. 

b. Jenis penelitian saudari Lolyta yaitu penelitian kepustakaan, 

sedangakan penelitian penyusun gabungan antara penelitian 

kepustakaan dengan penelitian lapangan. 

 

E. Kerangka Teoretik  

Para ulama telah bersepakat bahwa Allah SWT telah menurunkan 

syari`at (aturan hukum) kepada hamba-Nya memiliki tujuan, yaitu 

kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun istilah 

yang populer digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah:  

 إن الشریعة مبناھا وأساسھا على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد.14   

Maka dari itu, untuk menguraikan permasalahan yang telah menjadi 

pokok utama, maka dapat menggunakan teori yang istilahnya pertama kali 

dipopulerkan oleh at-Tarmużi al-Ḥākim Abū Addillah Muhammad bin `Ali 

yaitu teori Maqāṣid asy-Syari`ah. Menurut konsep ini, syari`at (al-Qur`an dan 

Hadis\) memiliki tujuan universal yakni membawa manusia sampai pada 

                                                             
14 Ibnu Qayyim al -Jauziyyah,  I l̀ām al Muwaq>i ìn, (Beirut: Dār al-Jail, 1991), III, hlm.3.  
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kemaslahatan hidup di dunia maupun pada kehidupan selanjutnya.15 Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Ibnu Ḥazm yang melarang sewa menyewa tanah agar 

tidak terjadi unsur eksploitasi antara penyewa maupun pemilik tanah dan 

pernyataan Jumhur Ulama yang membolehkan sewa menyewa tanah, dua 

pendapat yang berbeda ini sama-sama mempunyai dalil yang s}ahih. 

Imam al-Sya>tibi> (w. 790 H) mengatakan bahwa tujuan pokok 

disyari`atkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di 

dunia maupun di akhirat.16 Beliau  menjelaskan ada lima bentuk maqa>s}id asy-

Syari >̀ ah atau yang biasa di sebut kulliyat al-khams (lima prinsip umum). 

Kelima Maqa>sid tersebut yaitu:  

1. H{ifz}u ad-di>n (menjaga agama) 

2.  H{ifz}u an-nafs (menjaga jiwa) 

3. H{ifz}u al-`aql (menjaga akal) 

4. H{ifz}u an-nasab (menjaga keturunan) 

5. H{ifz}u al-ma>l (menjaga harta) 

Kelima maqa>sid tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat 

maslahat dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada 

3 (tiga), yaitu: 

                                                             
15 Fahrudin Faiz, dkk, Upaya Integrasi Hermenetika dalam Kajian al-Qur`an  dan H>{adis\ 

(Teori dan Aplikasi), cet. Ke-2 ,(Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2012), 
hlm. 86.  

 
16 Abu Ish{aq as-Sya>tibi>, al-Muwafaqat, (Beirut: Da>r al-Ma`arif, 1997), jilid 2, hlm. 324.  
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a. Ad-d{aru>riyya>h, yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan 

kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak dipenuhi, akan terancam 

keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.  

b. Al-h}a>jiyya>h, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak 

terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan 

mengalami kesulitan.17  

c. At-tah}si>niyya>h, ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak 

mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula 

menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, 

hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan 

tuntutan moral dan akhlak.  

Kelima hajat tersebut di atas  didasarkan pada istiqra` (telaah) terhadap 

hukum-hukum furu` (juz`iyyat), bahwa seluruh hukum-hukum furu` tersebut 

memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia untuk 

kepentingan manusia itu sendiri.  

Ketika Ibnu Ḥazm telah melarang sewa menyewa tanah “agar tidak 

terjadi unsur eksploitasi antara pemilik tanah dan penyewa” maka telah masuk 

dalam tingkatan kategori yang kedua maqa>s\id asy-syari>ah, yaitu al-h}a>jiyya>t. Di 

mana suatu kebutuhan yang bisa ditawar lagi atau sesuatu yang mendesak 

namun tidak harus terpenuhi. Sedangkan kebutuhan akan suatu pekerjaan di 

zaman sekarang ini adalah masuk dalam kategori  yang pertama maqa>s}id asy-

                                                             
17 Ibid., hlm. 324.  
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syari`ah, yaitu ad-d}aru>riyya>t. Di mana suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar 

lagi atau sesuatu yang sudah mendesak dan harus dipenuhi.  

Harta merupakan salah satu aspek maqa>s}id asy-syari>ah yang harus 

dilindungi oleh syari`ah. Meskipun pada dasarnya harta adalah milik Allah 

SWT. tetapi manusia diberikan hak kepemilkan dan kewajiban untuk 

mengelolanya dengan baik. Islam menghalalkan umatnya untuk menjalankan 

bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karenanya bentuk 

perekonimian seperti jual beli, rah}n, mud}arabah, musya>rakah, sewa menyewa, 

dan lainnya menjadi halal.18  

Penerapan Maqa>s}id asy-Syari>̀ ah ini merupakan penjabaran dari 

maqa>s}id (tujuan) besarnya yaitu H{ifz}u al-Ma>l (menjaga dan memenuhi hajat 

dan maslahat akan harta). H{ifz}u al-Ma>l tersebut juga menjadi rumpun kaidah 

dalam bidang muamalah, kaidah ini dijabarkan dengan al-maqa>s}id al-‘ammah 

(tujuan-tujuan  umum), al-maq}a>s}id al-kha>s}s}ah (tujuan-tujuan khusus) dan al-

maqa>s}id al-juz‘iyah (tujuan-tujuan parsial) yang sangat banyak dan tidak 

terhitung jumlahnya.  

Menurut Jasser Auda, klasifikasi kontemporer maqa>s}id menjadi tiga 

tingkatan tersebut dilakukan dalam rangka perbaikan jangkaun hukum yang 

dicakup oleh maqa>s}id asy-syari`ah.19  

                                                             
18 Kuat Iswanto, Asuransi Perspektif Maqasid Syari`ah,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2016), hlm. 147.  
 
19 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah, terj. Rosodin dan Ali 

Abd el-Mun`im, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 36. 
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a. Al-maqa>s}id al-‘a>mmah (tujuan-tujuan umum): maqa>s}id ini dapat ditelaah 

di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan, 

ditambah usulan maqa>s}id baru, seperti keadilan dan kemudahan.  

b. Al-maqa>s}id al-kha>s}s}ah (tujuan-tujuan khusus): maqa>s}id ini dapat 

diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan 

anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum 

kriminal, dan perlindungan konsumen dalam muamalat.  

c. Al-maqa>s}id al-juz`iyah (tujuan-tujuan parsial): maqa>s}id ini adalah 

maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud 

mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu 

dalam kasus hukum tertentu; maksud meringankan kesulitan dalam 

membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa; maksud memberikan 

makan kepada orang miskin dalam melarang umat muslim menimbun 

daging selama idul adha; dan maksud dalam memutar harta di 

masyarakat dalam melarang penimbunan harta.  

Menjaga dan memenuhi hajat akan harta tersebut adakalanya dari sisi 

bagaimana mendapatkannya (min ja>nibi al-wuju>d) atau dari sisi memelihara 

harta yang sudah dimiliki (min ja>nibi al-‘adam). Dari sisi bagaimana 

mendapatkan harta, perilaku ekonomi dipandu dengan seperangkat aturan dan 

norma yang berlaku dalam Islam. Aturan dan norma tersebut dalam rangka 

menjaga harta secara singkat terangkum dalam prinsip-prinsip muamalat. 

Prinsip-prinsip tersebut antara lain dilarangnya perbuatan yang dapat 
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merugikan orang lain dan diri sendiri seperti maysir, garar, riba, dan perbuatan 

z}alim lainnya.  

     یاایھا الّ ذین أمنوا لاتأكلوا الربوأ أضعفا مضعفة صلى  واتقوا الله لعلكم تفلحون20 

Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas tertentu, termasuk 

kepemilikan atas alat produksi dan faktor produksi. Kepemilikan individu 

dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan Islam menolak setiap pendapatan 

yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan 

masyarakat. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. 

Seorang muslim, baik ia sebagai pembeli, penjual, penyewa, penerima upah, 

yang menyewakan, dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah 

SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:  

یاایھا الذین أمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالبطل إلآأن تكون تجرة عن تراض منكم ج ولا 

 تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحیما21 

Oleh karena itulah, dapat dikatakan bahwasanya tujuan bermuamalah 

dalam Islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan (tija>ri>) pribadi tetapi 

juga keuntungan bersama dengan saling tolong menolong (ta`a>wun) dan 

berbuat kebaikan sosial (tabarru`) seperti zakat dan sedekah.  

Tidak disangkal pula bahwasanya perubahan hukum karena perubahan 

zaman sebagaimana kaidah fiqih muamalah sebagai berikut:    

 لا ینكر تغیّر الأحكام بتغیّر الأزمان22

                                                             
20  Q.S. Ali ‘Imran: 130. 
 
21 Q.S. an-Nisa: 29. 
 



16 
 

Makdud kaidah di atas bahwasannya tidak dipungkiri perubahan hukum 

karena perubahan zaman, oleh karena itu hukum-hukum yang dibentuk 

berdasarkan tradisi atau adat dan bukan didasarkan kepada nas} atau dalil 

syariat islam itu bisa berganti atau berubah sesuai dengan bergantinya tradisi 

atau adat itu. Karena dengan berubahnya zaman, maka akan berubah juga 

kebutuhan manusia. 

 

F. Metode Penelitian  

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, penjelasan dan kesimpulan 

pembahasan, penulis menempuh beberapa metode. Adapun metode-metode 

tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kombinasi 

antara penelitian pustaka dan lapangan. Penelitian kepustakaan digunakan 

untuk melacak segala macam literatur yang dibutuhkan terkait Hadis\ Nabi 

tentang sewa menyewa tanah, pendapat Ibnu H{azm dan pendapat ulama 

lainnya.  Kemudian penelitian lapangan (field research) untuk melihat 

sebuah teori dan pendapat bagaimana dalam suatu realitas kehidupan 

nyata. Adapun yang menjadi objeknya adalah kelurahan desa sebagai 

pemilik tanah dan masyarakat sebagai pihak penyewa, di Desa Tegaltirto 

Berbah Sleman, karena terdapat praktik sewa menyewa tanah untuk 

                                                                                                                                                                       
22 Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyyah : Tipologi dan Penerapannya dalam 

Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah, Cet Ke-2 (Malang : UIN Maliki Press, 2013), hlm. 200.   
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mengetahui praktik sewa menyewa tanah di masa sekarang dan mudah 

dijangkau oleh penyusun.    

2. Sifat penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu cara 

mengambarkan kontekstualisasi Hadis \ Nabi tentang sewa menyewa tanah 

untuk pertanian, dan mengambarkan pandangan ulama tentang sewa 

menyewa untuk pertanian, menganalisis secara cermat tentang ist}inba>t dan 

argumen yang dikemukan Ibnu H{azm serta relevansinya terhadap konteks 

desa Tegaltirto khususnya dan Indonesia secara umumnya dalam 

permasalahan sewa menyewa tanah untuk pertanian, sehingga dihasilkan 

suatu kesimpulan terhadap pandangan Ibnu H{azm tersebut.  

3. Pendekatan penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) 

atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang 

dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka.23 Kemudian digunakan pula pendekatan ushul 

fiqih yang digunkan untuk mengkaji sumber data primer yang didasarkan 

pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, terutama dari pendapat Ibnu 

H{azm di dalam kitab-kitabnya.  

4. Bahan hukum  

                                                             
23 Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Cet, Ke – 11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.  
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Bahan- bahan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 

tiga bagian, yaitu primer, sekunder dan tersier.  

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer artinya bahan hukum yang autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer adalah : 

Hadis\ Nabi dan Kitab al-Muh}allā, karya Ibnu H{azm  

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat 

membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian dan 

memperkuat penjelasan didalamnya. Adapun bahan hukum sekunder 

yang digunakan dalam penelitin ini adalah praktik sewa menyewa tanah 

untuk pertanian di Desa Tegaltirto dan Peraturan Pemerintah Desa 

Tegaltirto tentang Pengelolaaan Tanah Kas Desa Tahun 2016.   

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti undang-undang, kamus, ensiklopedi dan lain-lain 

contoh:  

1) Kamus Besar Bahasa Indonsesia. Dekdikbud.  

2) Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Desa  

3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 112 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa. 

5. Pengumpulan data 
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Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data karena penelitian ini 

merupakan kombinasi antara penelitian pustaka dengan penelitian lapangan, 

maka untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini 

terbagi menjadi dua, yaitu data yang didapat dari kepustakaan dan data yang 

didapat dari wawancara.   

a. Data kepustakaan  

Mengumpulkan data-data dan memeriksanya, terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan, kevalidan kesesuainnya dengan tema 

pembahasan, baik terkait data primer maupun data sekunder. Kemudian 

mengklasifiksikan dan mensistematiskan data-data dalam paparan yang 

direncanakan, lalu diformulasikan sesuai dengan rumusan masalah. Yang 

terakhir menganalisis terhadap data-data yang telah diklasifikasikan 

dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip serta pendekatan yang sesuai, sehingga diperoleh 

kesimpulan yang mendekati kebenaran.  

b. Wawancara 

  Wawancara merupakan data sekunder yang digunakan sebagai 

pendukung untuk memperkuat hal-hal yang telah didapat melalui kajian 

pustaka. Wawancara tersebut dilakukan oleh penyusun dengan 

pemerintah desa Tegaltirto dan masyarakat yang menyewa tanah kas 

Desa Tegaltirto. Terkait jumlah responden yang diwawancarai dari pihak 

pemerintah desa tegaltirto berjumlah 3 orang, kemudian dari pihak 

penyewa berjumlah  6 orang.   
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Adapun kriteria pihak-pihak yang di wawancarai; ialah mengetahui 

secara dalam praktik sewa menyewa tanah untuk pertanian di Desa 

Tegaltirto, dan  pihak- pihak yang memiliki peran dalam proses sewa 

menyewa atau orang-orang yang terlibat langsung dalam praktik sewa 

menyewa tanah untuk pertanian di Desa Tegaltirto. Adapun pihak-pihak 

yang diwawancarai adalah sebagai berikut:  

a. Dari pihak pemerintah desa tegaltirto 

1) Bapak A selaku sekretaris desa Tegaltirto yang banyak 

mengetahui terkait sewa menyewa di Tegaltirto dan menyimpan 

arsip-arsip desa Tegaltirto. 

2) Ibu B selaku kabag umum desa Tegaltirto, beliau yang 

menangani masalah pembayaran uang sewa dari para penyewa 

tanah.  

3) Bapak C selaku kabag pembangunan yang mengurusi masalah 

tanah dan pembangunan di desa Tegaltirto.  

b. Dari masayarakat yang menyewa 

Untuk masyarakat yang diwawancarai peneliti memilih 

secara acak dan yang di tunjukan atau oleh pihak pemerintah desa. 

Yaitu bapak M , bapak N, bapak H, bapak S, ibu G, dan bapak D.  

6. Analisis data 

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah 

selanjutnya dalah pengelompokan sesuai dengan permasalahan, selanjutanya 

dianalisis secara kualiatatif dengan teknik analisis deduktif. Analisis 
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deduktif  yaitu analisa data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-

kaidah yang bersifat umum,  kemudian suatu kesimpulan yang bersifat 

khusus.24 Penyusunan ini mengunakan data-data kualitatif dan kuantitatif 

baik yang bersumber dari kepustakaan maupun dari lapangan. Artinya 

ketentuan-ketentuan yang bersumber dari normatif baik itu nas}, kaidah fiqih, 

kodifikasi hukum yang tertuang dalam kitab fikih, khususnya kitab al-

Muh}alla (karya Ibnu H{azm) dan parktik sewa menyewa yang terjadi di 

Tegaltirto . Dengan analisis secara kualitatif ini, maka diperoleh sebuah 

gambaran mengenai konsep dan kontekstualisasi Hadis\ Nabi, istinba>t dan 

argumen dari pemikiran Ibnu H{azm tentang larangan sewa menyewa tanah 

dan gambaran praktik sewa menyewa yang terjadi di lapangan . Kemudian 

dari ketiga gambaran tersebut diperoleh satu gambaran yang baru tentang 

sewa menyewa tanah untuk pertanian.  

 

G. Sistematika Pembahasan  

Pembahasan untuk memudahkan dan memberikan gambaran secara garis 

besar mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun mengunakan 

sistematika sebagai berikut:  

Bab petama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini 

secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang 

                                                             
24 Winarno Surachmad,  Dasar dan Teksnik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah, Cet, 

Ke-2, (Bandung: CV. Tarsito, 1972), hlm. 265.  
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masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan peneltian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua menjelaskan Hadis Nabi tentang sewa menyewa tanah. Pada 

bagian ini diterangkan tentaang pandangan yang membolehkan sewa menyewa 

tanah, dan padangan yang melarang sewa menyewa tanah (pemikiran Ibnu 

H{azm tentang sewa menyewa tanah untuk pertanian).  

Bab ketiga membahas gambaran umum wilayah penelitian, meliputi: 

keadaan geografis dan kondisi demografis Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah 

Kabupaten Sleman, pelaksanaan sewa-menyewa tanah kas desa meliputi 

subyek dan obyek sewa-menyewa, cara pembayarannya. Bab ketiga ini untuk 

mengetahui kondisi masyarakat dan pelaksanaan sewa-menyewa tanah kas 

Desa Tegaltirto  

Bab keempat merupakan analisis terhadap praktik sewa-menyewa tanah 

kas desa di desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman perspektif  

Hadis\ Nabi dan relevansi pandangan dalam konteks Desa Tegaltirto Berbah, 

Sleman khususnya dan Indonesia umumnya.  

Bab kelima mengakhiri pembahasan dari keempat bab sebelumnya, 

dengan menarik kesimpulan akhir sebagai ringkasan singkat titik temu atas 

analisis yang telah dilakukan, dan saran-saran yang dipaparkan secara ringkas.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Setelah secara panjang lebar pembahasan  tentang praktik sewa 

menyewa tanah kas desa untuk pertanian  di desa Tegaltirto perspektif Hadis \ 

Nabi maka dapat disimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut: 

Pertama Ibnu H{azm mengambil makna zahir menjadi landasan utama 

dalam mengetahui maqasid asy-syari`ah. Beliau berpendapat bahwa sewa 

menyewa sama sekali tidak diperbolehkan. Pandangannya tersebut didasarkan 

pada hadis\-hadis \ Nabi yang menurutnya sah melarang sewa tanah. Menurut 

Ibnu H{azm, Rasulullah s.a.w datang di tengah-tengah masyarakat yang biasa 

menyewakan tanah. Kemudian hadis \  yang membolehkan sewa menyewa tanah 

menurut Ibnu H{azm itu adalah suatu pengecualian karena itu terjadi sebelum 

Nabi melarang sewa menyewa tanah, yang berarti hadis \  pelarangan sewa tanah 

merupakan nasikh dari apa yang sebelumnya diperbolehkan. Kemudian Ibnu 

H{azm memberikan tiga alternatif penggunaan tanah yaitu Pertama, tanah 

tersebut digarap sendiri oleh pemiliknya. Kedua, pemilik tanah mengizinkan 

orang lain mengagarap tanahnya tanpa meminta imbalan. Ketiga, pemilik tanah 

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggarap tanahnya dengan 

bibit, alat dan tenaga yang berasal darinya, kemudian si pemilik memperoleh 

bagian dari hasil tanah yang digarap dengan prosentase sesuai dengan 

kesepakatan. Pendapat Ibnu H{azm diatas yang di tegaskan dengan hadis\  nabi 
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yang melarang sewa menyewa tanah, merupakan sebuah alternatif dari 

penggunaan tanah yang bertujuan memberikan rasa keadilan, tidak ada yang 

terdzolimi baik pemilik tanah maupun penyewa, dan tidak adanya kesewenang-

wenangan pemilik tanah dalam pembagian hasil.  

Kedua pemahaman hadis berdasarkan hermeneutik untuk memperoleh 

tiga tataran makna secara komprehensif diperlukan adanya pengolahan yang 

tepat terhadap dua aspek penafsiran, yaitu teks dan konteks, ditambah dengan 

kontekstualisasi. Pemaknaan teks hadis ‘larangan sewa menyewa tanah’  

bahwnya nabi tidak bermaksud melarang sewa menyewa tanah akan tetapi 

beliau memerintahkan agar mereka bersikap lemah lembut terhadap sesama, 

tidak menindas kaum lemah, hal itu didukung dengan pernyataan ibnu Abbas. 

Pemaknaan konteks, sewa menyewa yang sangat umum dilakukan di tanah 

Arab pada saat itu sebagain besar bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran 

dan keadilan dan seringkali mengancam hak-hak petani. Oleh karena itu, 

Rasulullah s.a.w mengharamkannya namun larangan yang diberikan oleh 

Rasulullah s.a.w hanya terhadap sistem bagi hasil yang mengandung nilai-nilai 

kejahatan. Kontekstualisasi, sewa menyewa tanah yang diduga mendatangkan 

mudharat pada praktiknya jika digarap dengan baik oleh si penyewa, maka 

akan mendatangkan keuntungan. Selain itu dalam sistem sewa menyewa ini 

ada unsur tolong menolong, keduanya mendapatkan manfaat, membuka 

lapangan pekerjaan dan tanah menjadi bermanfaat. 
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B. Saran-saran 

1. Sewa menyewa tanah merupakan satu jalan untuk mendapatkan keuntungan 

guna memenuhi kebutuhan hidup para pihak yang melakukan akad tersebut, 

karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang mana bisa 

memberikan keuntungan satu sama lain. Oleh karena itu agar para pihak 

mendapat keuntungan dan tidak ada yang dirugikan maka keadilan harus 

menjadi dasar dalam kerjasama ini.  

2. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh pemerintah desa 

selaku pemilik tanah kas desa dan masayarakat sebagai penyewa tanah 

maka sebaiknya perjanjian sewa menyewa tanah tanah kas desa ini 

dilakukan secara tertulis.  
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Ibrahim Ibnu Bardaybah al-Jafi, dilahirkan di Bukhara pada tanggal 15 

Syawal 194 H. Beliau adalah guru Muhaddisin ternama dan lebih terkenal 

dengan sebutan Imam Bukhari. Jejak perjuangannya banyak melahirkan 

ulama dan tokoh besar seperti Imam Muslim, Imm Nasa`i, Ibnu Majjah, 

dan Abu Daud Sehingga di Juluki Amir al-Mukminin fi al-Hadis. Karya 

beliau Shahih Bukhari, menjadi rujukan utama dalam kehujahan hadis, 

beliau wafat pada malam Idul Fitrti tahun 256 H ( 31 agustus 870) dalam 

usia 62 tahun.  

2. Al-Imam Muslim 

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin 

Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dilahirkan di naisaburi pada tahun 206 

H. Beliau melewat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk belajar kepada 

beberapa guru, yang antara lain adalah Yahya ibnu Yahya dan Syaitih 

Ishaq Ibnu Rohawain serta Said Ibnu Mansur dan Abu Muas`ab di Hijaz. 

Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad Ibnu Hambal. Diantara 

karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah sahih muslim yang 

merupakan kitab hadis urutan kedua diantara 6 kitab hadis yang diakui 

(kutub as-Sitaah) setelah shahih bukhari.  

3. Al-Imam Abu Hanifah  

Nama lengkapnya adalah al-Nu`man Ibnu Tsabit al-Taiymi al-Kufy. 

Beliau lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M. Beliau wafat pada tahun 

150 H. Abu Hanifah wafat pada umur 70 tahun dan beliau tergolong 

tabi`in yang sempat bertemu Anas bin Malik pembantu Nabi Muhammad 

SAW. Abu Hanifah adalah imam besar mazhab Hanafi, ahli fikih Iraq 

yang bernuansa Ra`yi.  

4. Al-Imam Malik bin Anas  

Nama lengkapnya imam Malik adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin 

Malik bin Abi Amar al-Asybahi. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 

93 H/712 M, dan wafat pada tahun 179 H/798 M  dalam usia 87 tahun. 

Beliau termasuk ulama ahli hadis dan fikih. Imam Malik meninggalkan 

beberapa kitab  diantaranya adalah al-Muwatta` yang memeuat tentang 

hadis Nabawy. Selain itu juga mencetak para sarjana seperti imam asy-

Syafi`i, ismail bin hamid serta para sarjana yang tersohor antara para imam 

mazhab.  

5. Al-Imam asy-Syafi`i 

Nama lengkapnya Muhammad bin Idris asy-Syayfi`i seorang keturunan 

Hasyim bin Abdul Muthalib. Beliau dilahirkan di Gazza, sebuah kota kecil 



II 
 

di wilayah Syam (Palestina sekarang) pad tahun 150 H/767 M.  Beliau 

adalah pencetu sekaligus pendiri mazhab Syafi`i, slah satu dari empat 

mazahab sunni yang populer dikalangan umat islam. diantara buku-buku 

karangan beliau adalah kitab al-risalah, kitab al-Mmm, kitab Ikhtilaf al-

hadis.  

6. Al- Imam Hambali 

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hila 

bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 

‘Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa`labah adz-

Dzuhli asy-Syaibany. Beliau lahir di Marwa pada tanggal 28 Rabi`ul Awal 
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2001. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Laiden dan tahun 1997 
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TERJEMAHAN 

No  Hlm  Foot 

note 

Terjemahan  

BAB I 

 

1 

 

2 

 

4 

Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu 

maka berilah kepada mereka upahnya. 

 

2 

 

2 

 

5 

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum 

keringatnya kering.  

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

9 

Menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, 

baik untuk bercocok tanam, perkebunan, mendirikan 

bangunan, ataupun segala sesuatu, baik untuk jangka 

pendek, jangka pendek, jangka panjang, maupun batas 

waktu tertentu, baik dengan imblan dinar ataupun 

dirham. Bila hal ini terjadi maka sewa menyewa batal 

selamanya. 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

Bahwa Rasulullah SAW menyerahkan kepada orang-

orang yahudi khaibar pohon-pohon kurma khaibar dan 

tanahnya agar mereka mengagarapnya dari modal 

mereka dengan imbalan setengah hasil bumi dan 

buahnya. 

 

 

5 

 

 

 

11 

 

 

15 

Sesungguhnya fondasi (asas) syari`at adalah 

kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kebaikan manusia 

dalam kehidupan dunia dan kehidupan yang akan 

datang.  

 

 

4 

 

 

15 

 

 

21 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah 

kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan. 

   Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 



V 
 

 
 

5 16 22 memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka diantara kamu,.....  

 

6 

 

16 

 

23 

Tidak disangkal bahwa perubahan hukum karena 

perubahan zaman.  

   BAB II 

 

7 

  

23 

 

3 

Dari Rafi` bin Khadij, ia berkata, “Rasulullah saw 

mwlarang menyewakan tanah pertanian.   

 

8 

 

23 

 

4 

Sesungguhnya Rasulallah s.a.w. melarang sewa 

menyewa tanah. 

 

 

9 

 

 

24 

 

 

5 

Dariu Abu Hurairah ra. Ia berkata, “Rasulullah saw 

bersabda, “barang siapa yang memiliki tanah maka 

hendaklah ia menanamnya atau menyuruh orang lain  

yang menanamnya, jika tidak mau maka ia harus 

menahan tanahnya.  

 

10 

 

24 

 

6 

Diriwayatkan dari jabir bin abdillah ra, dia telah berkata: 

“sesungguhnya rasulullah saw melarang penyewaan 

tanah.  

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

7 

Rasulullah s.a.w. melarang menyewakan tanah, kami 

bertanya: “wahai rasulullah, kalau begitu kami akan 

menyewakannya dengan bibit”. Beliau menjawab: 

“jangan”. Bertanya sahabat: “kami akan  

menyewakannya dengan jerami”. Beliau menjawab: 

“jangan”. Bertanya (sahabat): kami akan 

menyewakannya dengan sesuatu yang ada di atas 

rabi(danau) mengalir”. Beliau menjawab: “jangan” 

kamu tanami atau kamu berikan tanah tersebut kepada 

saudaramu. 

12 24 8 Dari abdullah ibnu umar ra, bahwasanya nabi 

mempekerjakan penduduk kahibar dengan (imbalan) 
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separuh hasil buah-buahan atau tanamannya.  

13 24 9 Dari Rafi` Ibnu Khadij, ia berkata, “ kami adalah kaum 

anshar yang paling banyak memiliki ladang, dan ami 

biasa mnyewakan tanah dengan syarat kami mendapat 

bagian ini sementara mereka (pihak penyewa) 

mendapatkan yang itu. Lalu mungkin bagian ini 

menghasilkan sementara yang lain tidak. Beliau 

kemudian melarang kami dalam hal itu. Adapun 

(pembayaan sewa tanah dengan) perak, beliau tidak 

melarang kami (melakukan itu).  

١٠ ٢٤ ١٤ Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Fadhl 

bin Musa as-Sinani mengabarkan kepada kami, Syarik 

mengabarkan kepada kami dari Syu`bah dari Amr bin 

Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas: bahwa rasulullah 

saw tidak mengharamkan muzara`ah, namun beliau 

memerintahkan agar sebagian mereka bersikap lemah 

lembut dengan sesa ma.  

 

 

 

 

7 

 

 

 

35 

 

 

 

22 

Pembagian yang tidak diketahui dari syara melainkan 

dari dasar-dasar itu yag sesungguhnya ada empat, yaitu: 

nash al-qur`an, nash hadist rasul saw, yang 

sesungguhnya dari allah, juga shahih dari nabi yang kita 

dinukilkan dari orang-orang yang terpercaya atau 

mutawatir, dan ijma` seluruh ulama, umat atau dalil 

yang mengandung suatu wajah.” 

 

 

 

8 

 

 

 

36 

 

 

 

23 

Penjelasan berbeda-beda keadaannya. Sebagiannya 

terang dan sebagiannya tersembunyi. Karena itu manusia 

berselisih dalam memahaminya, sedangkan sebagian 

yang lain tidak dapat memahaminya. Sebagaimana ali 

bin abi thalib mengatakan “terkecuali allah swt 

memberikan kepada sesorang paham (kecerdasan)yang 
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kuat tentang agamanya.” 

9 37 27 Ketika kami telah menerangkan bahwasanya al-qur`an 

adalah pokok pangkal yang harus kepadanya kita 

kembali dalam menentukan hukum, maka kami 

memperhatikan isinya, kalau kami mendapatkan 

didalamnya keharusan menaati apa yang rasulullah saw 

perintahkan kepada kita dan firman allah menegaskan 

dalam memberikan sifat akan sabda rasul (dan dia tidak 

menuturksn sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang 

diturunkan itu melainkan apa yang telah diwahyukan 

kepadanya). Salah bagi kami bahwasanya wahyu yang 

datang dari allah terbagi dua: pertama, wahyu yang 

dibacakan yang sebagai mukjizat. Yang kedua, wahyu 

yang diriwayatkan dan dinukilkan tidak disyariatkan kita 

membacanya sebagai ibadah. Namun demikian dia tetap 

dibacakan dan itulah hadis rasulullah.  

 

 

 

8 

 

 

 

40 

 

 

 

35 

Menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, 

baik untuk bercocok tanam, perkebunan, mendirikan 

bangunan, ataupun segala sesuatu, baik untuk jangka 

pendek, jangka pendek, jangka panjang, maupun batas 

waktu tertentu, baik dengan imblan dinar ataupun 

dirham. Bila hal ini terjadi maka sewa menyewa batal 

selamanya.  

 

 

9 

 

 

41 

 

 

36 

Dalam persoalan tanah tidak boleh dilakukan kecuali 

muzaraah dengan sistem bagi hasil produksinya atau 

mugarasah. Jika terdapat bangunan pada tanah itu sedikit 

ataupun banyak, bangunan itu boleh disewakan dan 

tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam 

penyewaan sama sekali.  

   Sesungguhnya Rasulallah s.a.w. melarang sewa 



VIII 
 

 
 

10 42 39 menyewa tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Tidak diperbolehkan sewa menyewa tanah sama sekali 

baik dengan dinar, dirham, harta benda, makanan dan 

sesuatu apapun kecuali dengan cara berikut ini:  

pertama, tanah tersebut digarap atau dikerjakan oleh 

pemiliknya sendiri dalam hal alat, tenaga, benih dan 

hewan untuk mengolanya, kedua, mengizinkan orang 

lain untuk menggarap tanahnya tanpa meminta imbalan, 

meskipun  berkerjasama dalam hal alat, hewan, benih, 

tenaga dan tidak dalam status disewakan maka itu lebih 

baik, ketiga, dia memberikan atau menyerahkan 

tanahnya kepada orang lain dengan  bibit,  binatang, 

tenaga dan peralatannya yang berasal darinya, kemudian 

dia akan mendapatkan hasilnya sebagaimana telah 

ditentukan, mungkin setengah, sepertiga, seperempat 

atau lebih banyak atau sedikit dari  itu, sesuai 

kesepakatan bersama, dan sisanya itu untuk orang yang 

menanam meskipin itu sedikit yang ia dapatkan atau 

banyak, apabila tidak menghasilkan sesusatu apapun 

maka tidak ada keuntungan baginya dan juga orang yang 

menamam itu tidak menanggung sesuatu apapun. Maka 

cara-cara ini boleh, maka barangsiapa yang menolak 

dengan cara-cara ini maka hendaklah  tahan tanah 

tersebut.     

 

12 

 

44 

 

41 

Barangsiapa memilki tanah maka hendaklah menanami 

sendiri atau memberikannya kepada saudaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari jabir, dia berkata, “kami biasa melakukan 

mukhabarah (menyewakan tanah dengan bagi hasil), 

kemudian kami mendapatkan hasil buah/biji yang masih 

melekat pada bulirnya dan begini dan begini. Lalu nabi 
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13 44 42 swa bersabda, ‘barangsiapa memilki tanah maka 

hendaklah ia menanaminya sendiri atau menyuruh 

saudaranya untuk menanaminya. Kalau tidak, maka ia 

melepaskan tanah tersebut.  

 

 

 

14 

 

 

44 

 

 

43 

Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami 

kemudian beliau bersabda, “siapa yang memilki tanah 

hendaknya ia menanaminya atau menyuruh orang lain 

menanaminya atau menyuruh orang lain menanaminya 

dan janganlah ia menyewakannya.  

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

44 

Rasulullah s.a.w. melarang menyewakan tanah, kami 

bertanya: “wahai rasulullah, kalau begitu kami akan 

menyewakannya dengan bibit”. Beliau menjawab: 

“jangan”. Bertanya sahabat: “kami akan 

menyewakannya dengan jerami”. Beliau menjawab: 

“jangan”. Bertanya (sahabat): kami akan 

menyewakannya dengan sesuatu yang ada di atas 

rabi(danau) mengalir”. Beliau menjawab: “jangan” 

kamu tanami atau kamu berikan tanah tersebut kepada 

saudaramu.  

BAB III 

BAB IV 

 

 

15 

 

 

73 

 

 

13 

Dan mereka tidak mempunyai pengetahuanpun tentang 

itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaaan 

sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah 

sedikitpun terhadap kebenaran.  

 

16 

 

73 

 

14 

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan 



X 
 

 
 

diminta pertangungan jawabnya.  

 

 

 

17 

 

 

 

74 

 

 

 

15 

Menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, 

baik untuk bercocok tanam, perkebunan, mendirikan 

bangunan, ataupun segala sesuatu, baik untuk jangka 

pendek, jangka pendek, jangka panjang, maupun batas 

waktu tertentu, baik dengan imbla n dinar ataupun 

dirham. Bila hal ini terjadi maka sewa menyewa batal 

selamanya 

 

18 

 

74 

 

16 

Sesungguhnya Rasulallah s.a.w. melarang sewa 

menyewa tanah. 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

17 

Dari jabir, dia berkata, “kami biasa melakukan 

mukhabarah (menyewakan tanah dengan bagi hasil), 

kemudian kami mendapatkan hasil buah/biji yang masih 

melekat pada bulirnya dan begini dan begini. Lalu nabi 

swa bersabda, ‘barangsiapa memilki tanah maka 

hendaklah ia menanaminya sendiri atau menyuruh 

saudaranya untuk menanaminya. Kalau tidak, maka ia 

melepaskan tanah tersebut.  

 

 

 

 

20 

 

 

 

75 

 

 

 

18 

 

 

 

Bahwasanya rasululah s.a.w melarang sewa tanah, 

mereka berntanya kepada nabi “kami akan menyewakan 

dengan bibit” nabi menjawab “jangan” mereka bertanya 

“kami akan menyewakan dengan jerami” nabi tetap 

menjawab “ jangan” mereka bertanya lagi “ kami akan 

menyewakan dengan rabi` (danau)” nabi tetap menjawab 

“jangan” tanamilah atau berikan kepada saudaramu.  

 

 

21 

 

 

75 

 

 

19 

Rasulullah s.a.w. pernah berkhutbah kepada kami 

kemudian beliau bersabda, “siapa yang memiliki tanah 

hendaknya ia menanaminya dan janganlah ia 

menyewakannya.  
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22 

 

 

76 

 

 

22 

Bahwa Rasulullah s.a.w. menyerahkan kepada orang-

orang yahudi khaibar pohon-pohon kurma khaibar dan 

tanahnya agar mereka mengagarapnya dari modal 

mereka dengan imbalan setengah hasil bumi dan 

buahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
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29 

Tidak diperbolehkan sewa menyewa tanah sama sekali 

baik dengan dinar, dirham, harta benda, makanan dan 

sesuatu apapun kecuali dengan cara berikut ini:  

pertama, tanah tersebut digarap atau dikerjakan oleh 

pemiliknya sendiri dalam hal alat, tenaga, benih dan 

hewan untuk mengolanya, kedua, mengizinkan orang 

lain untuk menggarap tanahnya tanpa meminta imbalan, 

meskipun  berkerjasama dalam hal alat, hewan, benih, 

tenaga dan tidak dalam status disewakan maka itu lebih 

baik, ketiga, dia memberikan atau menyerahkan 

tanahnya kepada orang lain dengan  bibit,  binatang, 

tenaga dan peralatannya yang berasal darinya, kemudian 

dia akan mendapatkan hasilnya sebagaimana telah 

ditentukan, mungkin setengah, sepertiga, seperempat 

atau lebih banyak atau sedikit dari  itu, sesuai 

kesepakatan bersama, dan sisanya itu untuk orang yang 

menanam meskipin itu sedikit yang ia dapatkan atau 

banyak, apabila tidak menghasilkan sesusatu apapun 

maka tidak ada keuntungan baginya dan juga orang yang 

menamam itu tidak menanggung sesuatu apapun. Maka 

cara-cara ini boleh, maka barangsiapa yang menolak 

dengan cara-cara ini maka hendaklah  tahan tanah 

tersebut.     
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Rasulullah s.a.w. melarang muzara`ah dan 

memerintahkan sewa-menyewa.  



XII 
 

 
 

 

25 

 

81 

 

31 

Kalau demikian persoalanmu, maka janganlah kamu 

menyewakan tanah pertanian/ladang. 
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Tidak di sangkal bahwa perubahan hukum karena 

perubahan zaman.   
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan Untuk Penyewa Tanah 

1. Apakah benar bapak menyewa tanah kas Desa Tegaltirto?  

2. Berapa luas tanah kas desa tegal tirto yang bapak sewa?  

3. Berapa lama jangka waktu bapak menyewa tanah kas Desa Tegaltirto dan 

sekarang sudah berapa lama?  

4. Berapa biaya uang sewa yang bapak bayarkan ke Pemerintah Desa 

Tegaltirto?  

5. Bagaimana penentuan perhitungan biaya uang sewa yang harus 

dibayarkan? Per/Hektar atau bagaimana?  

6. Tanah kas desa yang bapak sewa diguanakan untuk apa? 

7. Selama bapak menyewa tanah kas desa ini, apakah bapak mengalami 

kerugian atau keuntungan?  

8. Berapa pendapatan yang bapak peroleh setiap kali masa panen?  

9. Apakah tanah kas desa yang bapak sewa itu dekat dengan sumber air 

seperti irigasi atau bendungan?  

10. Bagaimana prosedur bapak menyewa tanah kas Desa Tegaltirto ini?  

11. Apa syarat-syarat agar dapat menyewa tanah kas Desa Tegaltirto ini?  

12. Adakah syarat-syarat khusus untuk dapat menyewa tanah kas Desa 

Tegaltirto ini?  

13. Apakah pertanian bapak sering terkena hama? Hama apakah yang sering 

merusak/ mengakibatkan bapak gagal panen?  

14. Bagaimana apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti bencana, 

gagal panen yang berturut-turut apakah ada kebjikanan keringanan 

pembayaran uang sewa?  

15. Berdasarkan pengalaman bapak selama menyewa tanah kas Desa 

Tegaltirto ini, apakah setelah jangka waktu penyewaan habis bapak akan 

memperpanjang penyewaan tanah tersebut?  

 

 



XV 
 

Pertanyaan Untuk Pemerintah Desa 

1. Apakah benar tanah kas Desa Tegaltirto ini disewakan ? 

2. Berapa luas tanah kas desa seluruhnya? 

3. Berapa luas tanah kas desa yang disewakan?  

4. Digunakan untuk apa sajakah biasanya para penyewa tanah kas Desa 

Tegaltirto ini? 

5. Apa syarat-syarat untuk dapat menyewa tanah kas Desa Tegaltirto ini?  

6. Adakah syarat-syarat khusus untuk dapat menyewa tanah kas Desa 

Tegaltirto ini?  

7. Bagaiaman perhitungan pembayaran uang sewa yang harus dibayarkan 

para penyewa? Apakah perhektar atau abagaimana?  

8. Pembayaran uang sewa dilakukan setiap kapan?  

9. Digunakan untuk apakah hasil uang sewa tersebut?  

10. Berapa lama waktu penyewaan tanah kas Desa Tegaltirto ? 

11. Bagaimana prosedur penyewaan tanah kas Desa Tegaltirto ? 

12. Apakah semua tanah kas desa tersebut dekat dengan sumber air seperti 

bendungan atau irigasi?  

13. Kontrak perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis atau lisan?  

14. Setelah masa penyewaan habis apakah secara otomatis dapat diperpanjang 

atau ada prosedur lain?  

15. Bagaimana apanila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti bencana 

alam, gagal panen secara terus-terusan apakah para penyewa tetap harus 

membayar uang sewa tersebut utuh atau ada keringanan?  
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